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PERATURAN  BUPATI  BIREUEN 

NOMOR  5  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG  
TAHUN ANGGARAN 2019 

 
 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI  BIREUEN, 
 

Menimbang 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Mengingat 

 
 

 
 

 

: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
: 

a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, 
perlu diatur Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 

2019; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam 

suatu Peraturan; 
 
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963); 
 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438:) 
 
 
 



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): 
 
4. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611; 

 
8. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2019; 
 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

197/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana  Desa; 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Aset Desa; 
 
 
 



11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pemerintahan Gampong; 

 

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Bireuen Tahun Anggaran 2019; 
 

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Pemerintahan Gampong; 
 

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019; 
   

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Gampong; 

   

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019.  

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen. 

 

2. Bupati adalah Bupati Bireuen. 
 

3. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang berada dibawah mukim dan di pimpin 

oleh keuchik atau nama lain yang berhak 
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

 
4. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan 
Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak 
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 

5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Imum 
Gampong dan Perangkat Gampong yang memiliki 
tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong. 

 
6. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala 

eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di 

Gampong. 
 



7. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
 

8. Keuangan Gampong adalah  semua hak dan 

kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang 
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

Gampong. 
 

9. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan gampong. 
 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, 

selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Gampong. 

 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 
 

12. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, 

adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Bireuen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
 

13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan 
Belanja Kabupaten Bireuen. 
 

 

14. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang 

menampung seluruh penerimaan Gampong dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

Gampong pada Bank yang ditetapkan. 
 

15. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah 
dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut. 

 
 

16. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan 
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. 
 

 

 

 



Pasal 2 
 

1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 meliputi: 

a. kebijakan Umum Pemerintah terkait 
Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; 

b. sinkronisasi kebijakan pemerintah gampong 
dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah 
Kabupaten Bireuen; 

c. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gampong; 

d. kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Gampong; 

e. teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gampong; 

f.    hal-hal khusus lainnya. 

 
2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen  

 

 
Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 4 Januari 2019      

 
BUPATI BIREUEN, 

 
ttd 

 
SAIFANNUR 

 

Diundangkan di Bireuen 
pada tanggal 4 Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BIREUEN, 

 
 ttd 
 

          ZULKIFLI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019  NOMOR 417 


